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Lampiran 7.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Nomor     :  SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 

Tanggal  :  14 Desember 2022  

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas 

dan Kelestarian 

 

PEDOMAN PENETAPAN LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN DAN 

LEMBAGA PENERBIT DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT 

 

 

A. Ruang Lingkup 

Pedoman ini meliputi tata cara: 

1. Penetapan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI), kewajiban 

LPVI, dan evaluasi kinerja LPVI. 

2. Penetapan LPVI sebagai Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi 

FLEGT (Lembaga Penerbit), kewajiban Lembaga Penerbit Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT, dan evaluasi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi 

FLEGT. 

 

B. Tata Cara Permohonan Penetapan  

1. LPVI 

a. LPVI mengajukan permohonan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal 

dilengkapi dengan persyaratan: 

1) Surat keputusan/sertifikat akreditasi oleh KAN yang masih berlaku; 

2) Dokumen perizinan Kemenkumham sebagai perusahaan; 

3) Dokumen informasi personil tetap sebagai auditor sesuai ruang 

lingkup sertifikasi dan personil tetap yang mempunyai 

kewenangan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan 

hasil sertifikasi/penilikan; dan 

4) Dokumen pendukung lain seperti struktur organisasi, data komite 

ketidakberpihakan, dan kontak person manajemen. 

b. Dalam hal penetapan ulang, LPVI mengajukan permohonan Menteri cq. 

Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum 

habis masa berlaku penetapan sebagai LPVI. 
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c. Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

dilakukan penelaahan kelengkapan persyaratan paling lambat 14 

(empat belas) hari kerja oleh Sekretaris Direktorat Jenderal. 

d. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan persyaratan belum lengkap, 

diberikan kesempatan kepada LPVI untuk melengkapi persyaratan 

paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak surat pemberitahuan oleh 

Sekretaris Direktorat Jenderal atas laporan telaahan dari tim penelaah. 

e. Hasil telaahan atas kelengkapan persyaratan disampaikan oleh 

Sekretaris Direktorat Jenderal ke Direktur Jenderal  untuk selanjutnya 

dijadikan dasar Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk menerima 

atau menolak permohonan LPVI. 

f. Dalam hal permohonan diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri 

menerbitkan Surat Keputusan sebagai LPVI paling lama 7 (tujuh) hari 

kerja sejak kelengkapan persyaratan dipenuhi. 

g. Masa berlaku penetapan  sebagai  LPVI  disesuaikan dengan masa 

berlaku akreditasi KAN. 

h. Dalam hal sampai batas waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan 

tidak dipenuhi oleh pemohon, Direktur Jenderal menerbitkan surat 

penolakan penetapan sebagai LPVI dan dapat mengajukan 

permohonan ulang bersama kelengkapan persyaratan. 

2. Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT 

a. Persyaratan dan Penetapan  

1) Untuk menjadi Lembaga Penerbit, LPVI mengajukan 

permohonan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dilengkapi 

dengan persyaratan: 

a) Terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup VLHH di hilir 

yang masih berlaku; 

b) Penetapan dari Menteri sebagai LPVI yang masih berlaku; 

c) Memiliki prosedur tetap tentang penerbitan Dokumen V-Legal 

/Lisensi FLEGT yang dipublikasikan pada portal LPVI sesuai 

pedoman penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT; 

d) Memiliki personil tetap yang mempunyai kewenangan dan 

bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan penerbitan 

Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang berkualifikasi sebagai 
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auditor; dan 

e) Memiliki  perangkat   teknologi   informasi   dan   tenaga   

teknis   yang berkualifikasi minimal D3 Teknologi Informasi 

atau berpengalaman di bidang teknologi informasi minimal 

selama 3 (tiga) tahun, yang dapat menjamin berlangsungnya 

penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. 

2) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1), 

dilakukan: 

a) pemeriksaan kelengkapan persyaratan; dan 

b) penilaian lapangan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktur. 

3) Dalam hal pemeriksaan kelengkapan persyaratan belum 

lengkap, diberikan kesempatan kepada LPVI untuk melengkapi 

persyaratan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak 

pemberitahuan oleh tim. 

4) Pelaksanaan penilaian lapangan paling lama 10 (sepuluh) hari 

kerja setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap. 

5) Hasil penilaian lapangan dituangkan dalam Berita Acara yang 

ditandatangani oleh tim dan wakil LPVI minimal setingkat 

Direktur. 

6) Kelengkapan persyaratan dan  Berita  Acara dijadikan dasar 

Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk menerima atau 

menolak permohonan LPVI. 

7) Dalam hal permohonan diterima, Direktur Jenderal atas nama 

Menteri menerbitkan surat penetapan LPVI sebagai Lembaga 

Penerbit paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Berita Acara 

ditandatangani. 

8) Masa berlaku penetapan  sebagai  Lembaga Penerbit disesuaikan 

dengan masa berlaku akreditasi dan penetapan LPVI oleh 

Menteri. 

9) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan 

surat penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Berita 

Acara ditandatangani. 

10) Terhadap LPVI yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan 

permohonan kembali penetapan sebagai Lembaga Penerbit. 
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11) Dalam hal Eksportir yang menjadi klien LPVI yang belum 

ditetapkan sebagai Lembaga Penerbit, dapat mengusulkan untuk 

beralih ke LPVI lain yang telah ditetapkan sebagai Lembaga 

Penerbit dan diketahui oleh Direktur. 

12) Dalam  hal  terjadi  pengalihan  penerbitan  Dokumen  V-Legal/ 

Lisensi FLEGT, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi 

Eksportir yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit lain akan 

dimonitor oleh unit pengelola informasi SILK melalui 

pencantuman nama Lembaga Penerbit dan penomoran Dokumen 

V-Legal/Lisensi FLEGT. 

13) Dalam hal klien LPVI telah ditetapkan sebagai Lembaga Penerbit, 

penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi Eksportir 

dikembalikan kepada Lembaga Penerbit atas sepengetahuan 

Direktur. 

b. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT 

Lembaga Penerbit bertanggung jawab sepenuhnya atas Dokumen V- 

Legal/Lisensi FLEGT yang diterbitkan. 

 

C. Kewajiban Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen dan Lembaga Penerbit 

Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT 

1. LPVI mempunyai kewajiban: 

a. Melakukan proses penerbitan sertifikat (S-PHL dan S-Legalitas) sesuai 

dengan ketentuan Standar dan Pedoman; 

b. Menyelesaikan keluhan dan banding sesuai dengan ketentuan Standar 

dan Pedoman; 

c. Menyampaikan laporan hasil sertifikasi/audit dilampiri resume hasil 

sertifikasi/audit kepada Kementerian dan auditi selambat-lambatnya 

35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak Pertemuan 

Penutupan; 

d. Mempublikasikan resume hasil sertifikasi/audit di laman LPVI dan 

laman Kementerian (http://silk.menlhk.go.id) 

e. Menyampaikan rekapitulasi penerbitan sertifikat (S-PHL/S-Legalitas) 

kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan. 
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f. Mendokumentasikan dan memelihara semua dokumen 

sertifikasi/penilikan minimal selama 4 (empat) tahun. Dalam hal 

terjadi transfer sertifikasi, maka dokumen diberikan ke LPVI yang 

baru dan dilaporkan kepada Direktur. 

g. Menyampaikan klarifikasi atas kasus/pelanggaran selambat-

lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender. 

2. Lembaga Penerbit mempunyai kewajiban: 

a. Mengirimkan daftar petugas yang menandatangani Dokumen V-Legal/ 

Lisensi FLEGT, beserta spesimen tanda tangan petugas dan cap LPVI 

kepada unit pengelola informasi SILK. 

b. Melaksanakan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang 

mengacu pada Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT 

yang berlaku serta prosedur tetap. 

c. Menyampaikan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-1, ke-

2, ke-3, ke-5 dan ke-7 kepada  Eksportir,  serta  lembar  ke-6  

kepada  unit pengelola informasi SILK. Untuk lembar ke-6 

disampaikan 1 (satu) minggu sekali setiap hari Senin (berupa softcopy 

dan dikirim via email). 

d. Menyediakan daftar dan profil pelaku usaha (auditee) yang diterbitkan 

Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT nya di portal SILK. 

e. Menyampaikan Laporan Ketidaksesuaian kepada Direktur Jenderal 

cq. unit pengelola informasi SILK paling lambat 24 (dua puluh empat) 

jam terhitung sejak keputusan ditetapkan. 

f. Menyampaikan laporan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang 

dibatalkan kepada unit pengelola informasi SILK. Laporan kepada 

unit pengelola informasi SILK disampaikan 1 (satu) minggu sekali 

setiap hari Senin. Pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT 

dilakukan terhadap: 

1) Dokumen  V-Legal/Lisensi FLEGT  tidak  digunakan  karena  

tidak  jadi  ekspor dan/atau terjadi perubahan dalam PEB. 

2) Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT telah digunakan namun terjadi 

gagal ekspor dalam hal: 

a) barang yang diekspor hilang atau rusak sebelum sampai 

di negara tujuan; 
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b) terjadi perubahan tujuan ekspor. 

g. Menyampaikan laporan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang 

diperpanjang masa berlakunya kepada unit pengelola informasi SILK. 

Laporan kepada unit pengelola informasi SILK disampaikan 1 (satu) 

minggu sekali setiap hari Senin. 

h. Menyampaikan  laporan  penggantian  Dokumen  V-Legal/Lisensi 

FLEGT  kepada unit pengelola informasi SILK dalam hal rusak atau 

hilangnya Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Laporan kepada unit 

pengelola informasi SILK disampaikan 1 (satu) minggu sekali setiap 

hari Senin. 

i. Menyediakan informasi penyelesaian atas laporan keluhan dan 

banding terkait penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT di Portal 

SILK. 

j. Menerbitkan ringkasan publik penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi 

FLEGT yang disampaikan kepada unit pengelola informasi SILK 

selambat-lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan 

dimuat dalam portal SILK serta portal Lembaga Penerbit. 

k. Menyampaikan rekapitulasi Laporan Ketidaksesuaian kepada Direktur 

Jenderal setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Kementerian 

Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. 

l. Menunda penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi Eksportir 

atau yang belum menyampaikan copy PEB setelah 30 (tiga puluh) 

hari Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT diterbitkan. 

m. Menyampaikan rekapitulasi laporan PEB bulan sebelumnya kepada 

unit pengelola informasi SILK paling lambat setiap tanggal 10 

(sepuluh) bulan berikutnya. 

n. Mendokumentasikan dan memelihara semua dokumen yang diterima 

minimal selama 4 (empat) tahun. Dalam hal terjadi pergantian 

Lembaga Penerbit, maka dokumen dipindahkan ke Lembaga Penerbit 

yang melanjutkan dan dilaporkan kepada Direktur.  

o. Mempublikasikan ringkasan publik pada portal Lembaga Penerbit  

mengenai penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Laporan 

Ketidaksesuaian, dan melaporkan kepada Direktur  Jenderal  setiap  3  

(tiga)  bulan  dengan  tembusan  kepada  KAN, Direktur Jenderal 
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Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Direktur 

Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian. 

p. Melakukan audit pelaksanaan impor terhadap auditee-nya. 

q. Melakukan uji silang (crosscheck) terhadap dokumen yang 

disampaikan oleh importir dengan melihat data uji kelayakan yang ada 

di portal SILK. 

r. Memastikan berat yang tercantum pada Dokumen V-Legal/Lisensi 

FLEGT adalah berat barang secara keseluruhan, bukan berat kayunya 

saja. 

s. Memastikan bahwa pengisian semua informasi pada Dokumen                                

V-Legal/Lisensi FLEGT maupun lampirannya (attachment) 

menggunakan bahasa Inggris, termasuk pada deskripsi produk dan 

nama dagang spesies. 

t. Mengisi spesies kayu di Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lebih 

spesifik, tidak menggunakan sp. Atau spp,. Kecuali jenis hutan alam 

yang biasa menggunakan sp. atau spp. 

u. Menyampaikan klarifikasi atas kasus/pelanggaran maksimal 20 (dua 

puluh) hari kalender. 

D. Evaluasi Kinerja Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen dan Lembaga 

Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT 

1. Evaluasi terhadap kinerja LPVI dan Lembaga Penerbit diselenggarakan 

oleh Direktur Jenderal atau Direktur. 

2. Evaluasi dilaksanakan oleh tim yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal 

atau Direktur terhadap kinerja dan ketaatan kewajiban LPVI dan/atau 

Lembaga Penerbit sebagaimana huruf C, termasuk penyaksian 

penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. 

3. Evaluasi dilakukan paling sedikit 12 (dua belas) bulan sekali. 

4. Hasil evaluasi dilaporkan tim kepada Direktur Jenderal atau Direktur 

paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak evaluasi selesai dilaksanakan.  
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